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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN . Sehingga, perlu dipahami

perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN dimaknai secara sempit pada

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan redefinisi KTUN berdampak

pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN. Pembahasan terakhir akan

mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah

yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder

dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya

penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya wewenang PTUN tetap

mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya suatu KTUN. Tetapi,

saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat putusan PTUN yang

telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan No.45/B/2016/PT.TUN.MKS

yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e ldquo;berpotensi menimbulkan

akibat hukum rdquo;. Pasca disahkannya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan dalam pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN .

Sehingga, perlu dipahami perbedaan definisi sebelum dan sesudah munculnya pasal tersebut. KTUN

dimaknai secara sempit pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu, perluasan

redefinisi KTUN berdampak pada wewenang PTUN karena KTUN merupakan objek sengketa di PTUN.

Pembahasan terakhir akan mencoba mencari putusan-putusan PTUN yang sudah menerapkan ketentuan

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian

yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan

hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah tidak adanya penambahan wewenang PTUN pasca munculnya Pasal 87 karena pada intinya

wewenang PTUN tetap mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang disebabkan oleh terbitnya

suatu KTUN. Tetapi, saat ini PTUN harus memaknai KTUN berdasarkan Pasal 87. Selanjutnya, terdapat

putusan PTUN yang telah menerapkan Pasal 87 dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada Putusan

No.45/B/2016/PT.TUN.MKS yang khususnya menggunakan dalil unsur KTUN pada Pasal 87 huruf e

ldquo;berpotensi menimbulkan akibat hukum rdquo;.
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After the passing of Article 87 of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, there is an

expansion in the meaning of the State Administrative Decision KTUN . Thus, it is necessary to understand

the difference of definition before and after the emergence of the article. KTUN is interpreted narrowly in

the Law on State Administrative Court. After that, the redefinition extension of KTUN affects the authority

of the PTUN because KTUN is a dispute object in the PTUN. The last discussion will try to find the

decision of the Administrative Court which has applied the provisions of Article 87 of Law Number 30 Year

2014 in the judge 39 s judicial consideration. The research method used is normative juridical, using

secondary data and using primary, secondary and tertiary legal material obtained from literature study. The

conclusion of this research is the absence of additional authority of PTUN after the emergence of Article 87

because in essence the authority of PTUN still adjudicates and decides the State Administration dispute

caused by the issuance of a KTUN. However, the current State Administrative Court must interpret the

KTUN under Article 87. Furthermore, there is a decision of the Administrative Court which has applied

Article 87 in its legal considerations, namely Decision No.45 B 2016 PT.TUN.MKS which specifically uses

the KTUN elementary argument in Article 87 letter e has the potential to cause legal consequences .


